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TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN PENGADUAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Menimbang

Mengingat

to
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KABUPATEN BANGKA

bahwa dalam rangka mewujudkan penvelengaraan pelayanan publik sesuai
dengan asas pumulug waan pemerintah vang baik dan guna mewujudkan
Kepastian  hak dan  kewapban  berbagm pihak  yang  terkait dengan

wenyvelengearaan :’\C;..:-.li\.'.?‘. maka sctiap ;wn_\'clcnggnm pclayzmzm publik

wajth menvusun, menctapian dan menerapkan standar pelayanan.

bahwa dalam rangka memberihan abses dan kesempatan kepada masyarakat
dafam menjalankan fungsi kontrolnya terhadap pelayanan yang diberikan Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangika, maka ditetapkan standar
operasional proscdur penanganan pengaduan dengan keputusan kepala

dinas.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1939 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat IT dan Kotapraja di Sumatera \L latan (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 1934 Nomor "r-. Ciunbahan [.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1827 )

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4033);

‘ndang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 (entang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 33 Tambahan | conboran f\u:n.m. Republik Indonesia Nomor 4389 );

N

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4437) scbagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2006 tentang  Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674),
scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S- 4795);

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
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Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48406);
Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang
Pelavanan Publik:

Peraturan ~ Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang  Pedoman
Penyusunan dan Pencrapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4585):

- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

van Pengawazan Pemeriniah Dacrah (Lembaren Negara Repblik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan |.embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4394

- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2007 Nomor 89
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741),

. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-

7

¢ Tahun 2000 tentang Administrasi Kependudukan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

Undane Nomor 23 ]

Peraturin Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang  Pembagian Urusan

Pemenintahan  antara Pemerintah,  Pemerintah - Daerah Provinsi  dan
Pemerintah Dacrah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan  Antara Pemerintah. Pemerintah Dacrah Provinsi, dan
Pemerintah Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan | embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

- Peraturan Presiden Nomor 235 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata
g Y,

Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

. Peraturan Presiders Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda

Penduduk  Berbasis  Nomor  Induk Kependudukan  secara  Nasional,
sebagaimana telah divbah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 67 Tahur 2011 tentang Perubahan ke dua Atas Peraturan Presiden

Bl ]

Nomor 26 Tahun 2009

-

- Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang P engelolaan Sistem

Ir . A e
Informast Admunise

Kependudukan (SIAK):

()
!

. Peraturan Menteri Newara | endayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit
Pelayanan Publik:

- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 25 KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Peyusunan
[ndeks Kepuasan Masyvarakat Unit Pelavanan Instansi Pemerintah;

Peraturan Mentert Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi - Nomor 20 KEPAM.PAN/2/2004 tentang  Petvmjuk  Teknis
Transparanst dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

- Peraturan Dacrah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan

Pcmerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka ( Lembaran
Dacerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 seri D);

. Kepmenpan Nomor 63/KepMPAN.7/2003 tentang  pedoman umum

penyelenggaran pelayanan publik

- Peraturan Daerah Kabupaten  Bangka Nonor 5 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata., Keria Dinas Dacrah Kabupaten Bangka (LLembaran
Dacrah Kabupaten Bargka Tahun 2008 Nomaor § ser D);




24. Peraturan Dacrah  Kabupaten Bargka Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Penvelengearaan Administrasi Kependudukan (Lembaran  Daerah

Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 2 sert D)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA - Standar Operasional Prosedur (SO Penanganan Pengaduan pada Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka adalah pedoman
bagi  pihak-pihak  dalam menjalankan  fungsi  kontrolnya terhadap

t
pelavanan vane diberihan Dinas Dukcapil Kab. Bangka
KEDUA . Standar Opcrasional  Prosedur  penanganan  pengaduar pada  Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka terdin dan 2 (dua)
lampiran dengan uralan sebagai berikut :
Lampiran | merupakan rincian Standar Operasional Prosedur penanganan
fenean komponen standar vang terdin dari

pengaduan dikattkan

Dasar Hukum
Maksud dan Tujuan

199 4O o=

Jangka wakw Penvelesann

4. Waktu pelayvanan

5. Brayatanf

6. Produk Pelayanan

7. Sarana. Prasarana dan Fasilitas
8. Persvaratan

|

Q. I’r\\,\c\

Lampiran [T merupakan alur proses penanganan pengaduan

KETIGA : Isi dan uraian Standar Opcrasional Prosedur Penanganan Pengaduan pada
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka sebagaimana
dimaksud pada DIKTUM KEDUA. dimuat dalam lampiran [ dan
lampiran Il vane merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapakandi :  Sungailiat
Padatanggal  : |4 Januari 2015

———KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN

/ /g/ﬁ\ DAN CATATAN SIPIL
VST SUKABUPATEN BANGKA

. RAHMAT GUNAWAN, M.Si
NIP. 19690608 199009 1002

Tembusan disampaikan kepada Yih -
Bapak Bupati Bangka (sebagcai laporan)

Iz
2. Inspektur Kabupaten Bangka
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